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Abstrak  

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan melalui analisis interaksi 

antara kompetensi birokrasi, budaya kerja, sistem administrasi, dan adaptasi digital. Pendekatan yang digunakan adalah studi 

kasus kualitatif yang dilaksanakan di Kelurahan Bende, Kota Kendari, Indonesia, dengan melibatkan wawancara mendalam 

kepada informan kunci, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik 

dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk mengidentifikasi pola berulang dalam perilaku organisasi dan praktik 

pelayanan publik. Hasil penelitian mengungkap empat tema dominan: (1) keterbatasan kapasitas teknis dan motivasi aparatur, 

(2) pergeseran budaya kerja dari birokrasi berorientasi aturan menuju birokrasi berorientasi pelayanan, (3) sistem 

administrasi yang masih manual dan terfragmentasi, serta (4) adopsi awal teknologi digital melalui pemanfaatan aplikasi 

pesan dan media sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada 

reformasi prosedural, tetapi juga pada kemampuan aparatur untuk mengintegrasikan empati, akuntabilitas, dan inovasi dalam 

praktik kerja sehari-hari. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori micro-level public service performance 

melalui integrasi konsep Total Quality Management (TQM), SERVQUAL, dan Public Service Motivation (PSM) dalam konteks 

pemerintahan lokal di negara berkembang. Secara praktis, hasil penelitian menawarkan model penguatan local service 

excellence melalui pengembangan kompetensi aparatur, transformasi digital, dan peningkatan partisipasi masyarakat. 

Kata kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Lokal, Transformasi Digital, Budaya Organisasi, Kompetensi Birokrasi 

1. Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan indikator utama dalam menilai kualitas kinerja pemerintah, terutama di tingkat 

kelurahan yang menjadi ujung tombak interaksi langsung antara negara dan masyarakat(Asraf, 2014; Clifton et 

al., 2021; dos Anjos et al., 2023; Ferdinand et al., 2021). Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, tuntutan 

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel semakin meningkat. 

Pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan warga, 

sehingga tercipta kepercayaan dan legitimasi sosial terhadap aparatur pemerintah(Eichengreen et al., 2021; 

Garritzmann et al., 2023; Hartanto et al., 2021; Khankeh et al., 2022). 

Namun demikian, berbagai studi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa pelayanan publik di tingkat 

kelurahan masih menghadapi persoalan klasik yang belum terselesaikan secara sistematis. Di Kelurahan Bende, 

Kecamatan Kadia, Kota Kendari, masyarakat masih mengeluhkan lambannya pelayanan administrasi, 

ketidakpastian waktu penyelesaian dokumen, serta rendahnya kualitas komunikasi antara aparatur dan warga. 

Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan turut memperburuk persepsi masyarakat 

terhadap kinerja aparatur kelurahan. 

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara harapan masyarakat dan realitas 

pelayanan yang diterima. Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi 

juga mencerminkan lemahnya faktor sumber daya manusia, budaya organisasi birokrasi yang masih konvensional, 

serta sistem manajemen pelayanan yang belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip pelayanan prima. Fenomena 

ini menandakan bahwa reformasi pelayanan publik di tingkat kelurahan belum sepenuhnya menyentuh aspek 

substantif yang menentukan efektivitas pelayanan(Lesmana et al., 2022; X. Lu et al., 2021; Simmonds et al., 2021, 

2021). 
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Dalam konteks pembangunan pemerintahan modern, kualitas pelayanan publik memiliki peran strategis dalam 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Pelayanan publik yang profesional dan 

berintegritas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan administratif warga, tetapi juga menjadi 

instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)(Hikmal et al., 2025; 

Modise & Modise, 2023; Tahirs et al., 2023). Oleh karena itu, transformasi pelayanan publik perlu diarahkan pada 

penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan sistem kerja berbasis digital(… et al., 2024; Aleksandrova et al., 

2022). 

Secara akademik, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait strategi pengembangan pelayanan 

publik di tingkat kelurahan. Kajian sebelumnya cenderung fokus pada aspek evaluatif, seperti pengukuran 

kepuasan masyarakat atau penilaian kinerja aparatur, tanpa mengintegrasikan dimensi manusia, sistem, dan 

teknologi dalam satu kerangka pengembangan yang komprehensif. Padahal, tantangan pelayanan publik saat ini 

menuntut adanya pendekatan holistik yang memadukan ketiga elemen tersebut secara sinergis. 

Selain itu, sebagian besar literatur belum secara mendalam mengkaji dinamika kontekstual pelayanan publik di 

wilayah urban seperti Kelurahan Bende, yang memiliki karakteristik sosial-budaya khas dan tingkat partisipasi 

masyarakat yang beragam. Keterbatasan riset kontekstual ini menyebabkan model peningkatan kualitas pelayanan 

yang ditawarkan sering kali bersifat generik dan kurang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini menegaskan 

pentingnya studi yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan kelembagaan 

setempat. 

Dengan mempertimbangkan kesenjangan empiris dan teoretis tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan 

strategi pengembangan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan di Kelurahan Bende. 

Pendekatan yang digunakan berorientasi pada integrasi antara penguatan kompetensi aparatur, optimalisasi sarana 

prasarana, serta penerapan teknologi informasi yang relevan dan kontekstual. Melalui pendekatan tersebut, 

diharapkan dapat dihasilkan strategi yang tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dan partisipatif. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris dan rekomendasi kebijakan bagi 

pemerintah daerah dalam mengembangkan model pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Sementara secara teoretis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengayaan literatur mengenai 

pengembangan kualitas pelayanan publik berbasis konteks lokal di Indonesia. Dengan demikian, studi ini tidak 

hanya menjawab persoalan praktis di Kelurahan Bende, tetapi juga memperluas pemahaman akademik tentang 

inovasi pelayanan publik dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern. 

Sebagai landasan konseptual, kajian pustaka dalam penelitian ini berfokus pada teori dan model yang relevan 

dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Pembahasan dimulai dari konsep dasar manajemen 

mutu yang menjadi kerangka umum peningkatan kinerja organisasi publik, diikuti dengan teori pelayanan publik 

dan paradigma baru dalam birokrasi modern seperti New Public Management dan Good Governance (Modise & 

Modise, 2023). Selanjutnya, penelitian ini juga meninjau berbagai model strategis seperti SERVQUAL, EFQM, 

dan Balanced Scorecard yang dapat digunakan untuk mengukur serta memperbaiki kualitas layanan publik secara 

berkelanjutan. Pemahaman terhadap kerangka teoretis ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan strategi 

pengembangan pelayanan publik yang adaptif terhadap konteks sosial, budaya, dan teknologi di Kelurahan Bende. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (qualitative case study design) untuk 

memahami secara mendalam dinamika pengembangan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Pendekatan ini 

dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi konteks sosial dan organisasi secara holistik, serta 

menangkap makna yang dibangun oleh para pelaku birokrasi dan masyarakat terhadap praktik pelayanan publik. 

Desain studi kasus memungkinkan identifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi kualitas pelayanan, baik 

dari sisi sumber daya manusia, sistem manajemen, maupun pemanfaatan teknologi digital. 

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang dipilih secara purposif karena 

mewakili karakteristik wilayah urban dengan tingkat interaksi administratif yang tinggi antara aparatur dan 

masyarakat. Kelurahan ini memiliki kompleksitas pelayanan publik yang melibatkan berbagai jenis dokumen 

administrasi kependudukan dan pelayanan sosial. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan adanya 
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kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan kualitas layanan aktual, serta potensi penerapan inovasi berbasis 

digital yang masih terbatas. 

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu yang 

relevan terhadap tujuan penelitian. Informan terdiri dari unsur aparatur kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga 

pengguna layanan publik. Aparatur dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pelayanan 

administrasi, sementara masyarakat dipilih karena memiliki pengalaman nyata dalam menerima layanan. Jumlah 

informan tidak ditentukan secara kaku, tetapi mengacu pada prinsip data saturation, yaitu kondisi ketika informasi 

yang diperoleh sudah berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru. 

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi 

dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan yang telah disusun sebelumnya untuk 

menggali pengalaman, persepsi, dan strategi aparatur dalam memberikan pelayanan publik. Observasi dilakukan 

untuk memahami situasi pelayanan secara langsung, termasuk interaksi antara pegawai dan masyarakat, tata ruang 

kantor, serta penggunaan teknologi dalam proses layanan. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup penelaahan 

dokumen administrasi, laporan kinerja, dan kebijakan kelurahan terkait pelayanan publik. 

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik (thematic analysis) mengikuti tahapan menurut 

(Clarke et al., 2021a, 2021b) yaitu: (1) familiarization dengan data, (2) generating initial codes, (3) searching for 

themes, (4) reviewing themes, (5) defining and naming themes, dan (6) producing the report. Proses ini dilakukan 

secara iteratif melalui pengkodean terbuka dan aksial untuk menemukan pola tematik yang relevan dengan fokus 

penelitian. Seluruh data dikelola menggunakan bantuan perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo 12 Plus 

untuk menjaga konsistensi dan transparansi proses analisis. 

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menerapkan strategi sebagaimana dikemukakan 

oleh (C. Lu et al., 2023), yang mencakup empat kriteria: credibility, transferability, dependability, dan 

confirmability. Keabsahan data dijaga melalui member checking dengan informan utama, triangulasi sumber dan 

teknik, serta peer debriefing dengan rekan peneliti untuk meminimalkan bias interpretatif. Selain itu, peneliti 

menyimpan seluruh catatan lapangan, transkrip wawancara, dan hasil analisis dalam audit trail sebagai bukti 

transparansi metodologis. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap data wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan empat tema 

utama yang mencerminkan dinamika pengembangan pelayanan publik di Kelurahan Bende, yaitu: 

1. Kapasitas dan Kompetensi Aparatur, 

2. Budaya Kerja dan Orientasi Pelayanan, 

3. Sistem dan Proses Administrasi, serta 

4. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik. 

Keempat tema ini saling berhubungan dan membentuk sistem pelayanan yang kompleks, di mana kelemahan pada 

satu aspek berdampak langsung pada efektivitas aspek lainnya. Analisis ini dilakukan menggunakan NVivo 12 

Plus, dan hasil pengodean menunjukkan 68 unit makna yang kemudian dikelompokkan ke dalam 12 subtema 

utama. 

Tabel 1. Ringkasan Tema dan Subtema Hasil Analisis Tematik. 

Tema Utama Subtema Deskripsi Empiris 

1. Kapasitas dan 

Kompetensi 

Aparatur 

a. Kompetensi teknis pelayanan 

b. Kemampuan komunikasi public 

c. Motivasi kerja aparatur 

Sebagian aparatur memiliki keterbatasan dalam 

memahami regulasi pelayanan; komunikasi 

masih formalistik; motivasi dipengaruhi oleh 

dukungan pimpinan dan lingkungan kerja. 
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Tema Utama Subtema Deskripsi Empiris 

2. Budaya Kerja 

dan Orientasi 

Pelayanan 

a. Orientasi birokratis vs. pelayanan 

b. Nilai tanggung jawab dan empati 

c. Disiplin dan etos kerja 

Budaya kerja masih berorientasi pada prosedur; 

empati terhadap warga mulai tumbuh tetapi 

belum konsisten; kedisiplinan dipengaruhi 

pengawasan langsung atasan. 

3. Sistem dan 

Proses Administrasi 

a. Alur pelayanan dan birokrasi internal 

b. Transparansi dan kejelasan prosedur 

c. Partisipasi masyarakat 

Prosedur pelayanan belum terdigitalisasi penuh; 

waktu penyelesaian belum terstandar; 

masyarakat jarang dilibatkan dalam evaluasi 

layanan. 

4. Pemanfaatan 

Teknologi Digital 

a. Ketersediaan sarana TIK 

b. Adaptasi digital aparatur 

c. Implementasi layanan berbasis media 

sosial 

Penggunaan WhatsApp dan media sosial sudah 

dimulai untuk komunikasi; namun sistem digital 

belum terintegrasi; pelatihan TIK masih minim. 

Table 1 Hasil olah data 2025 

Hasil analisis tematik yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di 

Kelurahan Bende dipengaruhi oleh empat tema utama yang saling berhubungan secara sistemik, yaitu: kapasitas 

dan kompetensi aparatur, budaya kerja dan orientasi pelayanan, sistem dan proses administrasi, serta pemanfaatan 

teknologi digital. Keempat tema ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu rantai nilai yang 

berkesinambungan dalam proses inovasi pelayanan publik. 

Kapasitas aparatur menjadi fondasi awal yang menentukan sejauh mana budaya kerja dapat berkembang menuju 

orientasi pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Budaya kerja yang baik kemudian 

memengaruhi efektivitas sistem dan proses administrasi, yang pada gilirannya menciptakan kondisi organisasi 

yang lebih siap untuk mengadopsi teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital, ketika diimplementasikan 

secara adaptif dan partisipatif, akan memperkuat kembali kapasitas aparatur melalui peningkatan efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas. 

Hubungan antara keempat tema tersebut bersifat dinamis dan membentuk siklus inovasi layanan publik yang 

berkelanjutan. Pola keterkaitan tersebut menggambarkan “Peta Hubungan Antar Tema Utama” sebagai 

representasi konseptual dari hasil penelitian ini. Gambar tersebut memperlihatkan alur logis dari pengembangan 

kapasitas aparatur hingga pemanfaatan teknologi digital, yang saling memperkuat dalam membangun ekosistem 

pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

 
Gambar 1. Peta Hubungan Antar Tema Utama 
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Gambar 1 menggambarkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur menjadi fondasi bagi perubahan budaya kerja 

yang lebih berorientasi pelayanan. Hal ini kemudian memengaruhi efektivitas sistem administrasi dan mendorong 

kesiapan terhadap inovasi berbasis digital. 

Tema 1: Kapasitas dan Kompetensi Aparatur 

Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur di Kelurahan Bende memiliki keterampilan dasar pelayanan 

administrasi, namun masih terbatas dalam aspek teknis seperti penggunaan teknologi informasi dan pemahaman 

regulasi terbaru. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan pelayanan prima jarang dilakukan secara 

berkelanjutan. Beberapa aparatur mengaku belajar secara mandiri dari rekan sejawat atau pengalaman langsung. 

Selain itu, kemampuan komunikasi publik juga menjadi kendala, terutama dalam menjelaskan prosedur layanan 

kepada masyarakat dengan tingkat pendidikan beragam. 

“Kadang kami kesulitan menjelaskan ke warga tentang dokumen yang harus dilengkapi, karena mereka sering 

salah paham dengan istilah administrasi,” (Informan A – Aparatur Kelurahan). 

Motivasi kerja cenderung meningkat ketika dukungan pimpinan dan fasilitas kerja memadai. Hal ini 

mengindikasikan bahwa faktor kepemimpinan partisipatif dan lingkungan kerja kondusif menjadi determinan 

penting dalam peningkatan kompetensi aparatur. 

Tema 2: Budaya Kerja dan Orientasi Pelayanan 

Budaya kerja di kelurahan masih didominasi oleh orientasi birokratis dan formalistik. Aparatur lebih fokus pada 

pemenuhan prosedur administratif daripada kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat perubahan pola 

pikir di kalangan pegawai muda yang mulai menekankan pentingnya kecepatan dan keramahan pelayanan. Nilai 

empati terhadap warga mulai tumbuh, namun belum menjadi budaya dominan karena kurangnya sistem 

penghargaan berbasis kinerja pelayanan. 

“Kami ingin melayani dengan cepat, tapi kadang sistem dan aturan membuat proses jadi lama,” (Informan B – 

Staf Pelayanan). 

Fenomena ini menunjukkan adanya transisi budaya dari rule-driven menuju service-oriented bureaucracy, yang 

membutuhkan dukungan regulasi dan kepemimpinan transformatif untuk memperkuat orientasi pelayanan. 

Tema 3: Sistem dan Proses Administrasi 

Analisis observasi menunjukkan bahwa proses pelayanan administrasi masih dilakukan secara manual, mulai dari 

pencatatan data hingga pembuatan surat keterangan. Belum adanya standard operating procedure (SOP) digital 

menyebabkan perbedaan waktu penyelesaian antarpetugas. Selain itu, transparansi waktu dan biaya layanan belum 

sepenuhnya terpublikasi kepada masyarakat, sehingga memunculkan persepsi kurang akuntabel. 

“Kami belum punya sistem antrean digital. Semua masih manual, jadi kadang warga menunggu lama,” (Informan 

C – Sekretaris Kelurahan). 

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan masih rendah. Mekanisme umpan balik belum 

terinstitusionalisasi secara formal, padahal aspirasi warga dapat menjadi sumber inovasi pelayanan. Hal ini 

memperlihatkan perlunya desain sistem administrasi yang partisipatif dan berbasis data. 

Tema 4: Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik 

Pemanfaatan teknologi digital di Kelurahan Bende masih pada tahap awal. Beberapa layanan seperti komunikasi 

warga dan pelacakan dokumen sudah dilakukan melalui WhatsApp, tetapi belum ada sistem terintegrasi berbasis 

web atau aplikasi lokal. Hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur TIK, kurangnya literasi digital aparatur, 

dan belum adanya pelatihan sistematis terkait e-Government. 

“Kami sudah mulai pakai WhatsApp untuk konfirmasi berkas, tapi belum ada sistem resmi dari pemerintah kota,” 

(Informan D – Kepala Seksi Pelayanan Umum). 
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Meskipun demikian, adaptasi terhadap teknologi menunjukkan tren positif. Beberapa aparatur muda berinisiatif 

mengelola media sosial kelurahan untuk menyebarkan informasi publik. Hal ini membuka peluang penerapan 

inovasi digital berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan publik. 

Dari keempat tema di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Bende 

sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kompetensi aparatur, transformasi budaya kerja, reformasi sistem 

administrasi, dan adopsi teknologi digital. Kelemahan pada salah satu komponen akan menghambat efektivitas 

sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi pengembangan pelayanan publik perlu dirancang secara 

terintegrasi dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya dan kesiapan teknologi lokal. 

Pembahasan 

Integrasi Kapasitas Aparatur dan Prinsip Total Quality Management 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi teknis dan motivasi aparatur menjadi fondasi utama dalam 

peningkatan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Bende. Kondisi ini sejalan dengan prinsip Total Quality 

Management (TQM) yang dikemukakan oleh Deming (1986), yang menekankan pentingnya peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia melalui pembelajaran berkelanjutan dan keterlibatan penuh dalam proses 

pelayanan. Dalam konteks pemerintahan lokal, aparatur tidak hanya berperan sebagai pelaksana prosedur 

administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menentukan citra dan efektivitas birokrasi. 

Secara empiris, rendahnya kompetensi digital dan kemampuan komunikasi publik mengindikasikan perlunya 

investasi berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Goetsch dan Davis (2016) bahwa peningkatan mutu layanan harus dimulai dari perbaikan sistem manusia sebelum 

menyentuh sistem teknis. Dengan demikian, transformasi pelayanan di tingkat kelurahan hanya akan berhasil jika 

pengembangan kompetensi aparatur menjadi prioritas strategis pemerintah daerah. 

Transformasi Budaya Kerja Menuju Orientasi Pelayanan Publik 

Budaya kerja di Kelurahan Bende yang masih cenderung prosedural memperlihatkan bahwa paradigma birokrasi 

tradisional (rule-driven bureaucracy) masih kuat. Namun, indikasi perubahan perilaku pegawai muda menuju 

pendekatan yang lebih service-oriented menunjukkan adanya peluang reformasi budaya organisasi. Hasil ini 

memperkuat gagasan Osborne dan Gaebler (1992) dalam kerangka Reinventing Government, bahwa pelayanan 

publik yang efektif harus menggeser fokus dari kepatuhan terhadap aturan menjadi pemenuhan kebutuhan warga. 

Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep Public Service Motivation (PSM) yang dikemukakan oleh Perry dan 

Wise (1990), di mana motivasi intrinsik untuk melayani masyarakat berperan penting dalam membentuk perilaku 

pelayanan yang etis dan empatik. Dalam konteks Kelurahan Bende, peningkatan PSM dapat dilakukan melalui 

pemberian penghargaan berbasis kinerja pelayanan, kepemimpinan yang inspiratif, serta pembentukan nilai 

kolektif tentang pentingnya empati dan tanggung jawab sosial aparatur terhadap warga. 

Reformasi Sistem Administrasi dan Dimensi SERVQUAL 

Sistem pelayanan administrasi di Kelurahan Bende yang masih manual memperlihatkan kesenjangan antara 

ekspektasi masyarakat dan kapasitas birokrasi. Dalam perspektif model SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, & 

Berry, 1988), kelemahan utama terjadi pada dimensi reliability dan responsiveness, yaitu ketidakmampuan 

organisasi dalam memberikan pelayanan secara konsisten dan tanggap terhadap kebutuhan pengguna. 

Ketiadaan SOP digital dan ketidakpastian waktu pelayanan memperlemah aspek assurance dan tangibles, sehingga 

menurunkan tingkat kepercayaan publik. Temuan ini menegaskan pentingnya perumusan sistem pelayanan 

berbasis data dan teknologi untuk menciptakan standar kerja yang terukur. Dengan demikian, strategi reformasi 

pelayanan publik perlu memprioritaskan penyusunan SOP digital, transparansi informasi, dan mekanisme umpan 

balik warga sebagai bentuk akuntabilitas horizontal yang memperkuat kepercayaan masyarakat. 
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Digitalisasi Pelayanan dan Tantangan Implementasi E-Government 

Pemanfaatan teknologi digital di Kelurahan Bende masih bersifat parsial, terbatas pada komunikasi melalui 

aplikasi pesan dan media sosial. Kondisi ini menunjukkan tahap awal dari proses transformasi menuju e-

Government, sebagaimana dijelaskan oleh Heeks (2006), di mana digitalisasi birokrasi memerlukan kesiapan 

infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan regulasi pendukung. 

Meskipun demikian, inisiatif aparatur muda untuk mengelola media sosial kelurahan menunjukkan adanya embrio 

inovasi digital berbasis masyarakat. Temuan ini sejalan dengan studi Suryani dan Putra (2022) yang menegaskan 

bahwa digitalisasi pelayanan publik di tingkat lokal tidak selalu memerlukan sistem kompleks, tetapi dapat dimulai 

dari inovasi sederhana yang relevan dengan konteks sosial dan budaya. Dalam hal ini, strategi penguatan literasi 

digital aparatur dan kolaborasi antarunit pemerintah menjadi langkah penting untuk mengatasi resistensi perubahan 

dan meningkatkan efisiensi pelayanan. 

Sinergi antara Manusia, Sistem, dan Teknologi 

Analisis menyeluruh memperlihatkan bahwa tiga elemen utama — manusia, sistem, dan teknologi — saling 

memengaruhi dalam membentuk kualitas pelayanan publik. Kapasitas aparatur menentukan efektivitas sistem, 

sementara sistem yang baik memperkuat pemanfaatan teknologi, dan teknologi yang efektif mempercepat 

transformasi budaya kerja. Hubungan sinergis ini sesuai dengan kerangka EFQM Excellence Model (European 

Foundation for Quality Management, 2013), yang menekankan integrasi antara kepemimpinan, strategi, dan hasil 

pelanggan (customer results). 

Dalam konteks Kelurahan Bende, sinergi ini masih bersifat parsial, di mana peningkatan satu aspek belum 

sepenuhnya diikuti oleh adaptasi aspek lainnya. Oleh karena itu, reformasi pelayanan publik perlu diarahkan pada 

holistic integration yang memadukan perbaikan perilaku, sistem kerja, dan inovasi teknologi secara simultan. 

Perspektif Good Governance dan Partisipasi Masyarakat 

Kualitas pelayanan publik juga berkorelasi dengan prinsip Good Governance yang meliputi transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas (World Bank, 2007). Temuan bahwa masyarakat belum banyak 

dilibatkan dalam evaluasi pelayanan menandakan lemahnya aspek partisipatif dalam tata kelola lokal. Padahal, 

menurut Dwiyanto (2018), partisipasi masyarakat berperan penting dalam membentuk legitimasi sosial dan 

mengontrol perilaku birokrasi. 

Dengan demikian, penguatan mekanisme citizen feedback dan forum konsultatif di tingkat kelurahan menjadi 

kunci untuk memastikan pelayanan publik tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif. Pendekatan ini dapat mengubah 

hubungan masyarakat dan birokrasi dari pola “pemberi dan penerima layanan” menjadi “mitra dalam perbaikan 

layanan”. 

Implikasi Teoretis 

Dari perspektif akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang pelayanan publik di tingkat mikro birokrasi 

dengan mengintegrasikan tiga pendekatan utama: TQM (fokus pada proses internal), SERVQUAL (fokus pada 

pengalaman pengguna), dan NPM (fokus pada efisiensi dan inovasi). Integrasi ini menghasilkan model konseptual 

yang menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan tidak hanya bergantung pada struktur 

organisasi, tetapi juga pada kemampuan aparatur untuk beradaptasi dengan teknologi dan kebutuhan masyarakat. 

Model ini dapat menjadi dasar pengembangan kerangka kerja baru untuk Local Service Excellence Framework di 

Indonesia. 

Implikasi Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pelayanan publik di Kelurahan Bende 

perlu difokuskan pada empat arah utama: Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan komunikasi 

publik; Transformasi budaya kerja menuju orientasi pelayanan yang empatik dan kolaboratif;Digitalisasi sistem 

pelayanan secara bertahap melalui integrasi teknologi sederhana yang relevan; dan Peningkatan partisipasi 

masyarakat melalui mekanisme umpan balik dan keterlibatan warga dalam evaluasi layanan. 



Muhamad Adi Nias Putra, Ibnu Hajar, Abdul Hakim 

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 3, 2025  

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3070 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

7148 

 

 

Keempat arah ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah lokal 

di mata masyarakat melalui praktik pelayanan yang responsif, transparan, dan berkelanjutan. 

4. Kesimpulan  

Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan merupakan proses 

multidimensional yang bergantung pada interaksi dinamis antara kompetensi aparatur, budaya kerja, sistem 

administrasi, dan pemanfaatan teknologi digital. Hasil analisis di Kelurahan Bende menunjukkan bahwa meskipun 

sebagian aparatur telah menunjukkan orientasi pelayanan yang positif, keterbatasan kapasitas teknis, budaya 

birokratis yang kuat, serta minimnya digitalisasi masih menjadi hambatan utama tercapainya pelayanan yang 

efektif dan responsif. Transformasi pelayanan publik membutuhkan pendekatan integratif yang tidak hanya 

menekankan efisiensi prosedural, tetapi juga membangun nilai empati, transparansi, dan partisipasi masyarakat. 

Dengan demikian, kualitas pelayanan publik tidak semata ditentukan oleh keberadaan regulasi dan sistem, 

melainkan oleh sejauh mana aparatur memiliki komitmen untuk melayani secara profesional dan inovatif. Secara 

teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman terhadap micro-level public service performance dengan 

mengintegrasikan konsep Total Quality Management (TQM), SERVQUAL, dan Public Service Motivation (PSM) 

dalam konteks birokrasi lokal Indonesia. Model konseptual yang dihasilkan menunjukkan bahwa kualitas layanan 

publik dipengaruhi oleh sinergi tiga dimensi utama: manusia (human capital), sistem (administrative mechanism), 

dan teknologi (digital adaptation). Pendekatan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori public 

service excellence yang lebih kontekstual bagi negara berkembang. Temuan penelitian ini memiliki beberapa 

implikasi praktis bagi pemerintah daerah, antara lain: Perluasan program pelatihan aparatur secara berkelanjutan, 

khususnya dalam literasi digital dan komunikasi publik. Pembentukan budaya kerja berbasis empati dan kinerja 

pelayanan, dengan sistem penghargaan yang menilai perilaku pelayanan, bukan hanya hasil administratif. 

Digitalisasi bertahap layanan publik melalui integrasi aplikasi sederhana yang sesuai dengan kapasitas teknis dan 

kondisi masyarakat lokal. Penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, seperti forum konsultatif warga atau 

survei kepuasan daring, untuk menciptakan layanan publik yang lebih inklusif dan akuntabel. Penelitian ini 

terbatas pada satu lokasi studi kasus dan belum mencakup perbandingan lintas wilayah. Oleh karena itu, penelitian 

lanjutan disarankan untuk Melakukan analisis komparatif antar-kelurahan untuk menilai variasi praktik pelayanan 

publik dalam konteks sosial dan geografis yang berbeda; Mengembangkan model evaluasi digital readiness bagi 

aparatur lokal sebagai indikator kesiapan transformasi pelayanan berbasis teknologi; dan Mengintegrasikan 

perspektif masyarakat secara lebih luas melalui pendekatan partisipatif, seperti co-creation dalam desain inovasi 

layanan publik. 
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